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Abstrak

Keberadaan pengawas sekolah yang telah ditetapkan melalui Permendiknas No. 12 tahun 2007 tentang Standar Pengawas Sekolah/Madrasah dan Permen PAN & RB khususnya pasal 4, 5, 7, 8 dan pasal 9, sampai saat ini sangat memprihatinkan mulai dari sistem perekrutannya, standar kualifikasinya dan standar kompetensinya. Akibatnya, berdampak pada kinerjanya sebagai supervisi akademik maupun manajerial.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi: 

1) Sistem perekrutan pengawas sekolah pada satuan pendidikan SMP di Kabupaten Bombana.

2) Kinerja pengawas sekolah pada satuan pendidikan SMP di Kabupaten Bombana dalam menjalankan tugasnya sebagai supervisi akademik.

3) Kinerja pengawas sekolah pada satuan pendidikan SMP di Kabupaten Bombana dalam menjalankan tugasnya sebagai supervisi manajerial.

Studi penelitian ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi bak secara akademik maupun secara praksis.

1) Secara akademik, diharapkan dapat bermanfaat sebagai pengembangan ilmu evaluasi kependidikan terutama dalam kinerja pengawas satuan pendidikan dalam melakukan pembinaan, pemantauan, penilaian, pembimbingan dan pelatihan profesional guru/kepala sekolah. 

2) Secara pragmatis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi pemerintah setempat dalam melakukan perekrutan dan mengevaluasi kinerja pengawas sekolah.

Desain yang digunakan adalah desain penelitian evaluasi kualitatif bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan fenomenologik. Data dikumpulkan menggunakan teknik trianggulasi. Analisis data menggunakan teknik analisis model alir, yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

Studi evaluasi diperoleh hasil bahwa (1) sistem rekruitmen pengawas tidak melalui seleksi dan uji kompetensi (penunjukan langsung oleh Bupati), (2) kinerja pengawas sekolah baik sebagai supervisi akademik maupun manajerial belum optimal.
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PENDAHULUAN
Pelaksanaan dan pengelolaan pendidikan dasar dan menengah sangat dibutuhkan keterlibatan langsung tenaga pendidikan maupun tenaga kependidikan sebagai ujung tombak penyelenggara pendidikan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Tenaga pendidik yang dimaksud adalah guru dan kepala sekolah, sedangkan tenaga kependidikan adalah staf administrasi dan pengawas satuan pendidikan. Pengawas satuan pendidikan sebagai tenaga fungsional yang independent memiliki tugas utama melaksanakan pengawasan akademik dan pengawasan manajerial pada satuan pendidikan yang menjadi sekolah binaannya.

Secara konseptual, keberadaan/kedudukan/wewenang/standar pengawas/ sistem perekrutan/pengangkatan serta tugas dan kewajiban pengawas sekolah telah diatur dalam peraturan pemerintah/permendiknas/permen PAN & RB. Misalnya, dalam Peraturan Pemerintah No. 74 tahun 2008 tentang Guru pasal 54 (8) menyatakan bahwa pengawas terdiri atas pengawas satuan pendidikan, pengawas mata pelajaran atau pengawas kelompok mata pelajaran. Peraturan tersebut sejalan dengan Permendiknas No. 12 tahun 2007 tentang Standar Pengawas Sekolah/ Madrasah,  menyatakan bahwa jenis pengawas terdiri dari (1) Pengawas TK/RA dan SD/MI, (2) Pengawas SMP/MTs dan SMA/MA, (3) Pengawas SMK/MAK. Di dalamnya menguraikan dengan jelas tugas pokok pengawas satuan pendidikan. Begitu juga dalam Permen PAN & RB khususnya pasal 4, 5, 7, 8 dan pasal 9 menguraikan tentang kedudukan, tugas, kewajiban, tanggungjawab dan wewenang pengawas sekolah.

Mengacu pada ke tiga peraturan di atas, fokus kajian penelitian ini adalah pada aktivitas pengawas satuan pendidikan SMP di Kabupaten Bombana baik dari aspek sistem perekrutannya, standar kualifikasinya maupun standar kompetensinya dalam menjalankan fungsinya sebagai supervisi akademik maupun sebagai supervisi manajerial. Hal ini sengaja diangkat sebagai topik penelitian untuk dilakukan kajian mendalam karena banyaknya informasi miring dan sangat memprihatinkan tentang kinerja pengawas sekolah yang tidak memenuhi standar kepengawasan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. 

Pertama, dari sistem perekrutannya. Dalam aturannya bahwa persyaratan umum mengenai pengangkatan pertama kali sebagai pengawas sekolah salah satunya adalah lulus diklat kedinasan di bidang pengawasan sekolah. Tetapi, yang terjadi adalah: (1) guru/kepala sekolah yang menjadi pengawas sekolah adalah mereka-mereka “korban politik” dalam artian tidak sejalan dengan arah politiknya kepala daerah tertentu, (2) guru/kepala sekolah yang menjadi pengawas beranggapan bahwa jabatan pengawas sekolah hanyalah jabatan “parkir” bukan sebagai jabatan karir. Dan kondisi ini, diyakini akan sangat berdampak buruk terhadap kinerja pengawas dalam menjalankan tugas pokok dan kewajibannya sebagai supervisior. (Sumber: keterangan pengawas SMP saat studi pendahuluan, februari 2015).

Kedua, sebagai akibat dari sistem perekrutan yang tidak prosedural berdampak pada kompetensi yang dimilikinya. Salah satunya adalah keluhan dari guru/kepala sekolah maupun tenaga kependidikan yaitu seharusnya pengawas sekolah memiliki kemampuan lebih sebagai supervisi akademik maupun supervisi manajerial, tidak hanya datang melihat kelengkapan administrasi sekolah dengan tidak memberikan pembinaan/pembimbingan kepada pihak sekolah, tetapi justru dengan datangnya pengawas terkesan menjadi beban bagi pihak sekolah. (Sumber: keterangan guru SMP saat studi pendahuluan, februari 2015).
Fenomena di atas, menunjukkan adanya gap secara konseptual dengan kondisi riil yang terjadi di lapangan. Gap inilah yang kemudian dirumuskan dalam bentuk pertanyaan sebagai permasalahan untuk dipecahkan, diantaranya adalah: 
1) Bagaimana sistem perekrutan pengawas sekolah pada satuan pendidikan SMPN di Kabupaten Bombana ?

2) Bagaimana kinerja pengawas sekolah pada satuan pendidikan SMPN di Kabupaten Bombana dalam menjalankan tugasnya sebagai supervisi akademik ?
3) Bagaimana kinerja pengawas sekolah pada satuan pendidikan SMPN di Kabupaten Bombana dalam menjalankan tugasnya sebagai supervisi manajerial ?
LANDASAN TEORI

A. Kinerja Pengawas Sekolah

Kinerja merupakan terjemahan dari kata performance yang artinya menampilkan atau melaksanakan. Performance berarti prestasi kerja, pelaksanaan kerja, pencapaian kerja, unjuk kerja atau penampilan kerja. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2002: 570), kinerja adalah sesuatu yang dicapai, prestasi yang diperlihatkan atau kemampuan kerja. 
T. Aritonang, (2005: 4-5), performance atau kinerja adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau kelompok orang dalam suatu organisasi, sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing dalam upaya mencapai tujuan organisasi bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral maupun etika. Selain itu, Mangkunegara (Aritonang, 2005: 5) kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggungjawab yang diberikan kepadanya. 

Selanjutnya, Sulistyorini (Muhlisin, 2008: 26), mengemukakan bahwa kinerja adalah tingkat keberhasilan seseorang atau kelompok orang dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya serta kemampuan untuk mencapai tujuan dan standar yang telah ditetapkan.

Untuk mengetahui kinerja pengawas, maka perlu dilakukan penilaian kinerja. Penilaian kinerja pengawas sekolah adalah penilaian dari tiap butir kegiatan tugas utama pengawas sekolah yang dikembangkan menjadi indikator penilaian kinerja dalam upaya pembinaan pengawas sekolah dalam meningkatkan kinerjanya (Kemendikbud, 2012: 5). Terdapat empat komponen yang menjadi fokus penilaian kinerja pengawas sekolah, yaitu: (1) penyusunan program, (2) pelaksanaan program, (3) evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan, dan (4) membimbing dan melatih profesional guru.

Sementara itu, Rulam (2011) memandang bahwa indikator kinerja pengawas sekolah meliputi 4 dimensi, yakni (1) pelaksanaan pengawasan, (2) prestasi kerja, (3) pengembangan profesi, dan (4) dampaknya terhadap pengembangan mutu sekolah. 

Secara rinci, Kemendikbud (2012: 16) mengemukakan bahwa penilaian kinerja pengawas sekolah akan bermanfaat untuk hal-hal berikut:

1) Mengetahui capaian hasil pelaksanaan kerja yang telah dilakukan pengawas sekolah selama satu periode tertentu, sebagai bagian dari refleksi diri dalam upaya meningkatkan kualitas kerja di masa berikutnya.

2) Mengelola sistem informasi hasil pengawasan berupa profil kinerja pengawas sekolah dan dampak terhadap sekolah binaan, kepala sekolah, guru dan teman sejawat sebagai input dalam pengambilan keputusan peningkatan dan penjaminan mutu melakukan pemetaan, pembinaan, promosi, dan pengembangan karier pengawas sekolah pendidikan tingkat kabupaten/kota, provinsi dan nasional.

3) Mengembangkan analisis kekuatan dan kelemahan proses dan hasil pelaksanaan tugas pengawas sekolah sebagai dasar pengembangan dan perbaikan mutu profesi.

4) Menentukan nilai kinerja pengawas sekolah sebagai gambaran dalam pengusulan kenaikan pangkatdan golongan.

5) Bagi sekolah binaan pengawas sekolah (kepala sekolah dan guru), hasil penilaian pengawas sekolah dapat digunakan sebagai acuan dalam melakukan kemitraan untuk meningkatkan kualitas pendidikan.

6) Bagi pemangku kepentingan, proses dan hasil penilaian kinerja pengawas ini dapat dijadikan dasar pembinaan pengawas sekolah, khususnya sebagai analisis kebutuhanpeningkatan kompetensi pengawas melalui program pendidikan dan latihan serta pengembangan profesi pengawas sekolah lainnya.

Pengawas sekolah adalah guru pegawai negeri sipil yang diangkat dalam jabatan pengawas sekolah. Menurut Barnawi & Arifin M. (2014: 13) bahwa pengawas sekolah bertugas melakukan pengawasan terhadap dua hal yang sangat penting dalam pendidikan di sekolah yaitu proses pendidikan dan pengelolaan sekolah. Proses pendidikan terkait dengan kegiatan pengembangan potensi kognitif, afektif dan psikomotorik siswa. Sementara pengelolaan sekolah berkaitan dengan pengaturan dalam memanfaatkan sumber daya sekolah secara efektif dan efisien. 

Lebih lanjut, dikatakan bahwa pengawas sekolah adalah pejabat karier yang hanya dapat diduduki oleh guru yang berstatus PNS (Permen PAN & RB No. 21 tahun 2010 Ps 4). Dalam melaksanakan tugasnya, pengawas adalah perpanjangan tangan Dinas Kabupaten/Kota. Pengawas sekolah diangkat dari kalangan guru dan kepala sekolah yang telah berpengalaman, (Subarna, 2009).

Menurut Permen PAN & RB No. 21 tahun 2010 Ps 5, tugas pokok pengawas sekolah adalah melaksanakan tugas pengawasan akademik dan manajerial pada satuan pendidikan yang meliputi penyusunan program pengawasan, pelaksanaan pembinaan, pemantauan pelaksanaan delapan Standar Nasional Pendidikan, penilaian, pembimbingan dan pelatihan profesional guru, evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan dan pelaksanaan tugas kepengawasan di daerah khusus. Hal senada diungkapkan Ofsted (Sudrajat, 2008) mengemukakan bahwa tugas pengawas mencakup: (1) inspecting (mensupervisi), (2) advising (memberi nasihat), (3) monitoring (memantau), (4) reporting (membuat laporan), (5) coordinating (mengoordinasi), (6) performing leadership dalam artian memimpin dalam melaksanakan lima tugas tersebut.

B. Studi Pendahuluan

Tajudin Nur, (2012) mengungkapkan bahwa sistem rekrutmen pengawas belum sepenuhnya konsisten (taat asas). Misalnya terdapat kasus pengangkatan pengawas dari mantan birokrat pendidikan yang sesungguhnya hanya ingin memperpanjang masa pensiun sebagai PNS, terdapat pengawas yang diangkat dari mantan kepala sekolah yang “tidak siap” menjadi guru setelah masa jabatannya kepala sekolah berakhir, atau sejumlah pengawas sekolah diangkat dari guru yang belum pernah menjadi kepala sekolah sehingga berkesulitan jika harus membina kepala sekolah.

Media massa Waspada online Kota Medan (2012), memberitakan bahwa fungsi dan peran pengawas sekolah dalam peningkatan mutu sekolah dinilai belum berjalan maksimal sebagaimana yang diharapkan. Penunjukkan pengawas sekolah dinilai masih tertutup dan guru yang diangkat menjadi pengawas sekolah tidak mengerti fungsi yang diperankan olehnya. Dan muncul pemahaman bahwa pengawas hanyalah figure buangan atau hanya sekedar mengisi kekosongan waktu menjelang masa pensiun.
Metode Penelitian

A. Desain dan Pendekatan Penelitian

Desain yang digunakan adalah desain penelitian evaluasi kualitatif bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan fenomenologik, yaitu memungkinkan untuk mengungkap realita yang mendeskripsikan situasi secara komprehensif dengan konteks yang sebenarnya mengenai kinerja pengawas sekolah SMP di Kabupaten Bombana. 

B. Responden Penelitian

Responden penelitian ini adalah seluruh pengawas sekolah SMP di Kabupaten Bombana yakni sebanyak 10 orang pengawas. Untuk mendapatkan data penelitian yang dibutuhkan, maka didukung dengan informan yang terdiri atas 1 orang Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Bombana (informan key), 7 orang Kepala Sekolah SMP, dan 10 orang guru SMP. Dengan demikian jumlah informan penelitian ini adalah sebanyak  18 orang.

C. Sumber Data Penelitian

Sumber data penelitian ini terdiri atas dua kelompok yaitu data primer dan data sekunder. Ke dua kelompok data yang dimaksud adalah sebagai berikut:

a. Data primer, berupa (1) dokumen Undang-Undang, Permen PAN & RB, Permen Diknas, (2) hasil wawancara mendalam dengan sejumlah informan, dan (3) hasil pengamatan langsung terhadap objek penelitian.

b. Data sekunder, berupa (1) jurnal ilmiah, artikel dan sumber-sumber bacaan lainnya sebagai pendukung guna menjawab permasalahan penelitian.

D. Prosedur Pengumpulan Data

Untuk mengetahui kinerja pengawas sekolah sekaligus untuk menjawab permasalahan penelitian ini, maka data dikumpulkan dengan menggunakan teknik Trianggulasi yang terdiri atas: (1) lembar kuisioner, (2) interview/wawancara, dan (3) studi dokumentasi. 

E. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan teknik analisis  model alir yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman (1992: 15-20), terdiri atas tiga komponen analisis yaitu reduksi data (data reduction), penyajian data (data display) dan penarikan kesimpulan dan verifikasi (conclusion drawing/verification). 
Hasil dan Pembahasan
A. Kompetensi Pengawas

Idealnya sebagai pengawas sekolah harusnya memiliki kompetensi yang lebih tinggi dari guru/kepala sekolah/tenaga kependidikan yang menjadi sasaran binaannya. Namun pada kenyataannya, masih banyak pengawas sekolah yang belum memiliki kompetensi yang dipersyaratkan sebagai pengawas profesional sesuai dengan aturan yang berlaku. 

Kutipan wawancara dengan Kadis. Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Bombana tanggal 09 Agustus 2016:

Peneliti:  Kalau dilihat dari kenyataan yang ada, apakah semua pengawas sekolah sudah memiliki kompetensi yang dipersyaratkan bagi seorang pengawas sekolah?

Kadis Dikpora: Belum semua.
Peneliti: Dari kompetensi pengawas yang ada sekarang, apakah perlu dilaksanakan upaya peningkatan kompetensi pengawas sekolah?

Kadis Dikpora: Sangat Perlu.
Peneliti: Bagaimana usaha yang dilakukan Dinas Pendidikan dalam peningkatan kompetensi dan profesionalisme pengawas sekolah?

Kadis Dikpora: Hanya mengikutsertakan dalam pelatihan kompetensi pengawas sekolah yang dilakukan LPMP.

Peneliti:  Adakah perhatian khusus atau dana khusus untuk pelatihan-pelatihan dalam peningkatan kompetensi pengawas sekolah yang dianggarkan dari APBD Kab. Bombana?

Kadis Dikpora:  Tidak ada.
Selanjutnya, hasil wawancara di atas sejalan dengan pernyataan yang disampaikan Koordinator Pengawas Sekolah Kab. Bombana tanggal 10 Agustus 2016. Kutipan ringkasnya hasil wawancara tersebut, diuraikan sebagai berikut:

Peneliti: Bagaimana menurut Bapak/Ibu, apakah perlu adanya peningkatan kompetensi pengawas sekolah dalam upaya penjaminan mutu pendidikan?

Koorwas: Perlu kiranya peningkatan kompetensi dalam bentuk diklat.

Peneliti: Sudah berapa kali Bapak/Ibu mengikuti pelatihan untuk peningkatan kompetensi pengawas?

Koorwas: 2 kali.

Peneliti: Adakah pelatihan yang dilaksanakan oleh Diknas Pendidikan Kab. Bombana untuk peningkatan kompetensi pengawas?

Koorwas: Tidak ada.

Berdasarkan kutipan wawancara kedua informan di atas, menunjukkan bahwa secara umum pengawas sekolah yang ada di lingkup Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Bombana belum semua memiliki kompetensi. Karenanya, pelatihan/diklat kepengawasan masih sangat perlu untuk dilaksanakan. Hanya saja perhatian Pemerintah Daerah terhadap para pengawas sekolah masih sangat rendah. Sebagai contoh: (1) tidak adanya fasilitas/sarana dan prasarana, (2) biaya operasional sangat minim apalagi jarak antar sekolah binaan sangat berjauhan, dan (3) Tidak adanya upaya Pemerintah Daerah (DINAS DIKPORA Kab. Bombana) dalam melaksanakan pelatihan peningkatan kompetensi pengawas, hanya menunggu kegiatan Diklat yang diselenggarakan LPMP Sultra.
B. Sistem Rekruitmen Pengawas

Kutipan singkat wawancara peneliti dengan informan Kadis DIKPORA tanggal 09 Agustus 2016.

Peneliti: Seperti apa sistem rekruitmen pengawas sekolah di Kab. Bombana ini? Apakah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Permendiknas ataukan ada kebijakan lain?

Kadis Dikpora: Belum sesuai dengan Permendiknas No. 12 Tahun 2007 dan Permen PAN RB No. 21 Tahun 2010.

Peneliti: Menurut Bapak/Ibu, apakah setiap pengangkatan pengawas sekolah sudah melalui uji kompetensi atau pelatihan fungsional pengawas?

Kadis Dikpora: Belum/Tidak melalui uji kompetensi.

Peneliti: Adakah pengangkatan pengawas sekolah yang tidak sesuai mekanisme?

Kadis Dikpora: Semua pengawas pengangkatannya tidak melalui seleksi cawas dan belum memiliki sertifikat pengawas.

Peneliti: Ada wacana/informasi yang beredar bahwa pengawas sekolah itu adalah jabatan “Parkir” bukan jabatan KARIR, kenapa demikian? 

Kadis Dikpora: Tidak seperti itu, tetapi pengawas sekolah itu adalah kebutuhan institusi.

Selanjutnya, kutipan singkat wawancara peneliti dengan informan/pengawas sekolah tanggal 10 Agustus 2016, adalah sebagai berikut:

Peneliti: Menurut Bapak/Ibu, bagaimana sistem rekruitmen pengawas sekolah? apakah melalui seleksi/uji kompetensi atau seperti apa?

Pengawas: Tidak melalui seleksi, hanya SK dari Bupati.

Peneliti: Apakah setiap pengawas sekolah sudah memenuhi syarat dan standar kepengawasan yang telah ditentukan?

Pengawas: Belum memenuhi syarat dan standar kepengawasan.

Peneliti: Apakah selama menjadi pengawas sekolah bapak/ibu pernah mengikuti uji kompetensi kepengawasan?

Pengawas: Belum pernah.
Berdasarkan keterangan dari kedua informan di atas, dapat disimpulkan bahwa sistem rekruitmen/pengangkatan pengawas sekolah tidak sesuai dengan mekanisme/peraturan yang telah ditentukan dalam Permen PAN & RB No. 21 tahun 2010 dan Permendiknas No. 12 tahun 2007. Artinya pengangkatannya tidak melalui seleksi calon kepengawasan, tetapi hanya berdasarkan surat keputusan dari Bupati.

C. Kinerja Pengawas

a. Sebagai Supervisi Akademik

1. Melakukan Pembinaan Terhadap Kepala Sekolah

Pembinaan terhadap Kepala Sekolah dilakukan melalui 3 aspek, diantaranya adalah: (1) menyusun program supervisi, (2) pelaksanaan supervisi, dan (3) evaluasi dan tindaklanjut supervisi sekolah.

Berdasarkan hasil observasi/pengamatan yang dilakukan oleh peneliti kepada beberapa pengawas sekolah pada satuan pendidikan SMPN di Kab. Bombana dapat disimpulkan bahwa kegiatan pembinaan terhadap kepala sekolah secara keseluruhan sudah terlaksana dengan baik namun belum maksimal. Hal ini disebabkan kurangnya ketersediaan fasilitas/sarpras untuk mendukung kinerja pengawas sekolah karena lokasi sekolah binaan yang sangat berjauhan. Olehnya itu, perlu upaya-upaya konkrit dari pemerintah daerah untuk penjaminan mutu pendidikan yang ada di Kab. Bombana.

Pernyataan beberapa Kepala Sekolah yang mendapat binaan dari pengawas sekolah. Berikut disajikan kutipan ringkas wawancara dengan kepala sekolah SMPN 17 Kep. Masaloka Raya:

Peneliti: Apakah pengawas sekolah sering mengadakan kunjungan kelas?

KS: kadang-kadang.

Peneliti: Apakah sebelum dan sesudah kunjungan kelas, dilaksanakan diskusi antara guru dan pengawas?

KS: Jarang dilaksanakan.

Peneliti: Manfaat apa yang dirasakan guru dan sekolah dengan adanya kunjungan kelas?

KS: Tidak ada, Pihak sekolah hanya direpotkan dengan tugas-tugas.

Peneliti: Apakah pengawas sekolah sering memberikan contoh mengajar di depan kelas?

KS: Tidak pernah dilaksanakan.

Peneliti: Apakah pelaksanaan pembinaan oleh pengawas sekolah sudah sesuai dengan harapan sekolah?

KS: Belum, karena tidak terkelola dengan baik.
Hasil observasi dan kutipan wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa pengawas sekolah dalam melaksanakan tugasnya sebagai supervisi akademik apa adanya saja tidak sesuai dengan tupoksi pengawas yang sebenarnya. Dengan kata lain, hanya menggugurkan kewajiban saja serta hasil atau temuan dilapangan tidak pernah ditindaklanjuti sebagai upaya peningkatan kualitas pendidikan di lingkup Diknas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Bombana.

2. Melakukan Pembinaan Terhadap Guru

Pembinaan terhadap guru kelas dilakukan dalam tiga bidang kompetensi, yaitu: (1) Kompetensi supervisi akademik, (2) Kompetensi supervisi pendidikan, dan (3) Kompetensi penelitian pengembangan. 

Pembinaan dalam kompetensi akademik, terdiri atas: (a) membimbing guru dalam menyusun perangkat pembelajaran, (b) membimbing guru dalam memilih dan menggunakan strategi pembelajaran, (c) membimbing guru dalam melaksanakan pembelajaran di kelas melalui kunjungan kelas, (d) membimbing guru dalam mengelola, mengembangkan dan memanfaatkan media dan sumber belajar, dan (e) memotivasi guru dalam memanfaatkan teknologi informasi dalam pembelajaran.

Pembinaan dalam kompetensi evaluasi pendidikan, terdiri atas: (a) menyusun kriteria dan indikator keberhasilan pendidikan dan pembelajaran, (b) membimbing guru dalam menentukan aspek-aspek penting untuk dinilai dalam pembelajaran, (c) menilai kinerja guru dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas, (d) memantau pelaksanaan pembelajaran dan analisis hasil belajar siswa dan pemberian tugas, dan (e) membina guru dalam memanfaatkan hasil penilaian untuk kepentingan pendidikan, menyusun program perbaikan dan pengayaan.

Pembinaan dalam kompetensi penelitian pengembangan, terdiri atas: (a) membimbing guru dalam menyusun PTK, (b) membimbing guru dalam melaksanakan PTK, (c) membimbing guru mengolah dan menganalisis data hasil penelitian, dan (d) mengarahkan guru untuk menulis karya tulis ilmiah dalam bidang pendidikan dan memanfaatkannya untuk perbaikan mutu pendidikan.

Berikut kutipan ringkas wawancara dengan guru mengenai kegiatan supervivi kepengawasan/pembinaan terhadap guru mata pelajaran pada beberapa sekolah SMPN yang ada di Kab. Bombana:

Peneliti: Bapak/Ibu kenal dengan pengawas sekolah? dalam kegiatan apa pengawas dating di sekolah?

Guru: iya, dalam kegiatan supervisi kelas.

Peneliti: Sudah berapa kali bapak/ibu disupervisi oleh pengawas sekolah? dan dalam aspek apa saja?

Guru: Variatif (ada 1 kali, 2 kali, 4 kali dan 6 kali dalam satu semester).

Peneliti: Bagaimana teknik pembinaan yang dilaksanakan, apakah secara individual, kelompok atau umum melalui rapat dinas guru dan TU?

Guru: secara individual per mata pelajaran.

Peneliti: Apakah sebelum dan sesudah dilaksanakan kunjungan kelas dilaksanakan diskusi antara bapak/ibu dengan pengawas?

Guru: iya, dilaksanakan diskusi.

Peneliti: Kalau dilaksanakan diskusi menyangkut apa saja?

Guru: hasil supervisi kelas, penyusunan perangkat pembelajaran dan pembuatan kurikulum.

Berdasarkan hasil analisis dari wawancara dengan beberapa guru kelas, dapat disimpulkan bahwa letak geografis antara sekolah binaan yang saling berjauhan dengan tidak didukung ketersediaan fasilitas kendaraan dengan biaya operasional yang sangat minim menyebabkan kegiatan supervisi atau kunjungan kelas yang dilakukan oleh pengawas sekolah bervariasi tidak sama antara satu sekolah dengan sekolah yang lainnya. Namun demikian, kegiatan supervisi yang dilakukan lebih fokus pada penyusunan dan penilaian perangkat pembelajaran, dan pelaksanaan proses pembelajaran di kelas.
b. Sebagai Supervisi Manajerial

1. Pembinaan Terhadap Kepala Sekolah

Kegiatan kepengawasan dalam pembinaan terhadap Kepala Sekolah terdiri atas tiga kompetensi pembinaan yaitu (1) kompetensi supervisi manajerial, (2) kompetensi supervisi akademik, dan (3) kompetensi evaluasi pendidikan. 

Kompetensi supervisi manajerial, terdiri atas: (a) membina kepala sekolah dalam hal pengelolaan di sekolah berdasarkan manajemen peningkatan mutu pendidikan, yakni merumuskan visi, misi dan tujuan sekolah, menyusun program kerja sekolah, menyusun organisasi sekolah dan pembagian tugasnya, pengembangan kurikulum dan pembelajaran, pengelolaan kegiatan kesiswaan, pengelolaan sarpras sekolah, pengelolaan pembiayaan pendidikan serta menilai kinerja guru dan tenaga administrasi, (b) membina kepala sekolah dalam menyusun dan mengembangkan kurikulum sekolah, (c) membina kepala sekolah dalam pengelolaan administrasi sekolah, (d) membina kepala sekolah dalam melaksanakan bimbingan konseling, (e) memantau pelaksanaan SNP, dan (f) membina kepala sekolah dalam hal meningkatkan akreditasi sekolah.

Berdasarkan hasil analisis dari wawancara dengan beberapa kepala sekolah yang ada di wilayah Kab. Bombana dapat disimpulkan bahwa kegiatan kepengawasan terhadap kepala sekolah belum berjalan dengan baik karena disebabkan beberapa hal, diantaranya adalah pengawas tidak mengetahui tupoksinya sebagai pengawas sekolah, ketersediaan fasilitas yang menunjang kinerja pengawas sangat terbatas, biaya operasional pengawas dengan wilayah kerja tidak mencukupi, dan temuan-temuan pengawas dilapangan tidak pernah ditindaklanjuti untuk peningkatan/perbaikan mutu pendidikan.

2. Pembinaan Terhadap Tenaga Kependidikan (Administrasi)

Kegiatan kepengawasan dalam pembinaan terhadap tenaga kependidikan (administrasi) terdiri atas: (1) membina penyusunan program kerja di Tata Usaha Sekolah dan pembagian tugasnya, dan (2) membina pengelolaan administrasi sekolah, meliputi: administrasi kurikulum, administrasi kesiswaan, administrasi ketenagaan, administrasi keuangan, administrasi sarana prasarana, administrasi persuratan, administrasi perpustakaan dan administrasi laboratorium.

Berdasarkan hasil analisis dari wawancara dengan beberapa staf tata usaha sekolah yang ada di wilayah Kab. Bombana dapat disimpulkan bahwa aspek-aspek yang sering menjadi materi pembinaan dari pengawas sekolah adalah administrasi kesiswaan, administrasi aset sekolah dan administrasi pendidikan lainnya. Namun, ada juga beberapa sekolah yang tidak pernah mendapatkan pembinaan dari pengawas sekolah.

Secara umum, studi penelitian ini diperoleh hasil bahwa kinerja pengawas sekolah pada satuan pendidikan SMPN di Kab. Bombana belum berjalan optimal disebabkan karena beberapa hal, diantaranya adalah: (1) pelaksanaan supervisi kelas sangat jarang dilaksanakan dan pengawas sekolah hanya fokus pada pemeriksaan administrasi, (2) dalam menjalankan tugasnya, pengawas sekolah tidak didukung dengan ketersediaan fasilitas/sarpras yang memadai, (3) kurangnya perhatian pemeritah setempat dalam hal ini Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kab. Bombana dalam mendukung kinerja pengawas sekolah (Dana operasional sangat minim), (4) hasil/temuan pengawas dilapangan tidak pernah ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah dalam upaya peningkatan mutu pendidikan, dan (5) pengawas dalam menjalankan tupoksinya tidak sesuai dengan kompetensi. 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:
1. Sistem rekruitmen pengawas belum sesuai dengan Permendiknas No. 12 Tahun 2007 tentang Standar Pengawas Sekolah/Madrasah dan Permen PAN RB No. 21 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya. Pengangkatan atau rekruitmen pengawas sekolah baik pada satuan pendidikan SMA ataupun SMP yang ada di Kabupaten Bombana tidak melalui seleksi hanya berdasarkan SK Bupati.

2. Kinerja pengawas sekolah sebagai supervisi akademik sudah terlaksana namun belum maksimal. Beberapa faktor yang menyebabkannya, diantaranya adalah kinerja pengawas sekolah tidak didukung dengan ketersediaan sarana dan prasarana serta dana operasional yang masih sangat minim, dan kebanyakan para pengawas hanya sebatas memeriksa kelengkapan administrasi dan penyusunan perangkat pembelajaran guru, sangat jarang dilakukan kunjungan kelas.
3. Kinerja pengawas sekolah sebagai supervisi manajerial baik kepada kepala sekolah maupun kepada tenaga kependidikan (tata usaha) sangat jarang dilakukan bahkan ada beberapa sekolah yang tidak pernah sama sekali mendapatkan binaan dari pengawas sekolah dalam hal supervisi administrasi.
Saran

Sebagai saran dan sekaligus rekomendasi untuk perbaikan pelaksanaan supervisi terhadap pengawas sekolah ke depan, di uraikan sebagai berikut:

1. Pengangkatan atau rekruitmen pengawas sekolah sebaiknya melalui tahapan seleksi sesuai dengan kompetensi dan jenjang kepangkatan yang termaktum dalam peraturan kepengawasan yaitu Permendiknas No. 12 Tahun 2007 tentang Standar Pengawas Sekolah/Madrasah dan Permen PAN RB No. 21 Tahun 2010.

2. Pemerintah dalam hal ini Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Bombana sebaiknya melibatkan atau mengikutsertakan para pengawas sekolah dalam setiap pengambilan kebijakan untuk peningkatan kualitas pendidikan khususnya di wilayah Kab. Bombana.

3. Pemerintah seyogyanya dapat menyediakan fasilitas kendaraan atau sarana dan prasana lainnya yang dibutuhkan pengawas sekolah serta memberikan dana operasional yang cukup mengingat lokasi antara sekolah binaan sangat berjauhan.

4. Sebagai bahan rujukan atau pedoman bagi peneliti lainnya dalam melaksanakan penelitian lanjutan.
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